
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMORj TAHUN 2013

TENTANG

PENGEIDLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat dan

penumbuhan jumIah penduduk berdampak pada

.m semakin beragam dan meningkatnya volume, jenis dan

o karakteristjk sampah di Kabupaten Kubu Raya, di sisi

lain pengelolaan sampah beham sesuai dengan metode

dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan

lingkungan;

b. bahwa sampah yang semakin meningkat harus dikelola

dengan memperhatjkan prinsip pcmbangunan yang

berwawasan lingkungan dengan melibatkan peran serta

masyarakat den dunia usaha sccara proporsional, efektif

dan e?sien;

c. bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara

komprehensif dan terpadu dari hulu kc hilir sesuai

dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga

tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan

masyarakat dan lingkungan hidup;

' d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

o dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

membentuk Pemturan Daerah tentang Pengelolaan

Sampah;

Mengingat : 1. Pasa] 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daemh (lembamn Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4751);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

10.Undang-Undang Nomor ' 1 Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Xawasen Pemukiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

11.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1983 Nomor 6, Tambahan Inmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran

Air (Lembaxan Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4161);



14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4761);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010

tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 694);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu

Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun

2008 Nomor 2);

20.Peratura.n Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14

Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persctujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

'2. Pcmerintah Daerah adalah Bupati dan pcrangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
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Satuan Kexja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang bertanggungawab

dalam bidang persampahan dan kcbersihan.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam

yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun

sampah sejenis sampah rumah tangga.

6. VSampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan

sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah

organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesi?k.

7. “Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pcrmukiman,

kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,

fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.

Sampah spesi?k adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau

volumenya memcrlukan pengelolaan khusus.

Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah

yang berupa bak/ bin/ tong/kantong/ keranjang sampah.

Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster,

apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.

Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha

perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan

prasarana penunjang.

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri

yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan

untuk kepentingan nasional/ berskala nasional.

Orang adalah orang pcrseorangan dan/atau kelompok orang.

Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah

mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang dengan nama dan

dalam bentuk apapun, scperu' Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas,

Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.

Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang

menghasilkan timbulan sampah.

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan

berkcsinambungan yang meliputi pengurangan dan pcnanganan sampah.

Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah

tempat scbelum sampah diangkut kc tempat pendauran ulang,

pengolahan dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST

adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,

penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir

sampah.

Tempat Pemrosesan Akhir yang sclanjutnya disingkat TPA adalah tempat

untuk memproscs dan mengcmbalikan sampah kc media lingkungan

secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Kompensasi adalah pernberian imbalan kepada orang yang terkena

dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di

Tempat Pemroscsan Akhir sampah.

Sistcm Tanggap Darurat adalah scrangkaian kcgiatan yang dilakukan

dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan

penanggulangan kecclakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak

benar.
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23.

(1)

(2]

(3)

(4)

Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat

BLUD Pcrsampahan adalah Unit Kelja pada SKPD dj lingkungan

Pemerintah Daerah yang dibcntuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mcncari keuntungan clan dalam melakukan kegiatannya

didasarkan pads prinsip e?siensi dan produktivitas.

BAB 11

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini tcrdiri atas:

a. sampah rumah tangga;

b. sampah sejem's sampah rumeh tangga; dan

c. sampah spesi?k.

Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a

berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk

tinja dan sampah spesi?k.

Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana climaksud pada ayat

(1) humf b berasal dari kawasan komcrsial, kawasan industri, kawasan

khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

Sampah spesi?k sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c meliputi:

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan bcracun;

c. sampah yang ?mbul akibat benoana;

d. puing bongkaran bangunan;

c. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan

f. sampah yang timbul sccara tidak periodik.

BAB 111

ASAS DAN TUJUAN

PasalS

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

F
r
an
 

H
9
 

p
s
1

 

P
‘

?tanggun-awab;

berkelanjutan;

manfaat;

keadilan;

kesadaran;

kebersamaan;

keselamatan;

keamanan; dan

nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan:

a.

b.

mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;

meningkatkan kualitas keschatan masyarakat;
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c.

d.

e.

meningkatkan kualitas lingkungan hidup;

menjadikan sampah sebagaj sumber daya; dan

mcrubah perilaku masyarakat dalam pcngelolaan sampah.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

PasalS

Pemerintah Daemh bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah

yang baik dan berwawasan lingkungan terdiri atas:

a.

b.

(1)

(2)

memlmbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

pengclolaan sampah;

melakukan penelitian untuk pengembengan tcknologi, pengurangan dan

penanganan sampah;

memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan,

penanganan dan pemani'aatan sampah;

. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan

prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

mendorong den memfasilitasi pengcmbangan manfaat hasil pengolahan

sampah; 4

memfasilitasi penerapan teknologi spesi?k lokal yang berkcmbang pada

masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan

. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia

usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah

mempunyaj kewenangan:

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan

kebijakan nasional dan provinsi;

b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai

dengan norma, stander, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh

Pemerintah;

c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinexja pengelolaan sampah

yang dilaksanakan oleh pihak lain;

d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA sampah;

e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (cnam)

bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan

sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan

sampah sesuaj dengan kewenangannya.

Penctapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Reneana Tata Ruang Wilayah

Daerah. 



V)

BAB V

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasa17

(1) Untuk mencapai tujuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

(2)

(1)

Pemerintah Dacrah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan

sampah daerah, yang tnrdiri atas:

a. kebijakan den smategi pengurangan sampah;

b. kebijakan dan stratcgi penanganan sampah; dan

c. kebijakan dan stratcgi pengelolaan sampah spesi?k.

Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tzrdiri atas:

a. kebijakan clan strategi pengelolaan sampah jangka panjang;

b. kcbijakan dan strategi pcngelolaan sampah jangka menengah; dan

c. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka pendek.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah

Pasa18

Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) memuat:

a. arah kebijakan pengelolaan sampah antara lain meliputi:

l. pengurangan sampah pada sumber;

2. penanganan sampah di sumbcr, TPS, TPST dan TPA;

3. pengelolaan sampah spesi?k pada sumber;

4. pencegahan penggunaan produk dan/atau kemasan yang

menimbulkan sampah;

penghematan dan/atau pemanfaatan kembali sumber daya;

6. peningkatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan

881119811;

7. pembinaan terhadap produscn untuk membatasi timbulan sampah

dan menggunakan produk dan/atau kemasan yang mudah didaur

ulang dan diurai oleh alam;

8. pembinaan terhadap masyarakat untuk menggunakan atau berpola

konsumsi bahan yang ramah lingkungan;

9. fasilitasi pengembangan penerapan dan mekanisme Exiended

Producer Responsibility (EPR); dan

10. perlindungan lingkungan dari perubahan iklim, beban pencemar

dan pengurangan gas rumah kaca dari pengelolaan sampah, seperti

melalui penangkapan dan pemanfaatan gas metan.

b. strategi pengelolaan sampah meliputi;

1. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap

pengelolaan sampah melalui kampanye dan edukasi pengelolaan

881119811;
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2. peningkatan kapasitas pemerintah dacrah, masyarakat dan pelaku

usaha dalam pcngelolaan sampah, antara lain:

a) pendidikan dan pelatihan;

b) pembuatan pilot pmjcct;

c) studi banding dan diseminasi; dan

d) keterscdiaan dan kecukupan anggaran serta sarana prasarana.

3. peningkatan pemanfaatan kembali produk dan/atau kemasan

melalui antara lain:

a) peningkatan produksi dan pemasaran produk daur ulang

terutama kompos;

b) pengembangan pengadaan barang dan/atau kemasan yang dapat

didaur ulang dan mudah tnrurai secara alami;

c) peningkatan peran pemerintah dan pemcrintah dacrah dalam

penggunaan produk yang dapat didaur ulang dan mudah teruraj

oleh proses alam; dan

d) peningkatan pemasaran produk dan/atau kemasan yang dapat

didaur ulang dan mudah tcrurai oleh proses alam.

4. mensinergikan program pengelolaan sampah dengan program SKPD;

5. peningkatan peran dan tanggung jawab dunia usaha dan

masyarakat dalam pengelolaan sampah yang meliputi antara lain:

a) pencegahan penggunaan produk dan/atau kemasan yang tidak

mudah didaur ulang dan/atau teruraj oleh alam;

b) pengembangan produk dan/atau kemasan yang mudah di daur

ulang dan mudah teruraj secara alami; dan

c) penerapan clan mengembangkan prinsip Reduce, Reuse dan

Recycle (3R) dalam pengelolaan sampah pada sumbemya baik

yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

6. peningkatan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam

pengelolaan sampah, antara lain:

a) mem?asilitasi pemasaran produk daur ulang dan mudah terurai

oleh proses alam;

b) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;

c) Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;

dan

d) memfasilitasi keg'atan mcngguna ulang dan mendaur ulang.

7. minimalisasi sampah dengan cam mengurangi/rnenggantikan

penggunaan suatu bahan produksi, mengurangi/ tidak

menggunakan kemasan, rnerancang produk, wadah, dan/atau

kemasan yang mudah didaur ulang atau mudah terurai sccara

8. fasilitasi pcngembangan sistem insentif dan disinsentif kegiatan

pengurangan sampah.

c. target pengelolaan sampah:

1. penurunan jumlah timbulan sampah sccara bermhap dalam waktu

tertenm', dan

2. prioritas jem's sampah yang akan mcnjadi target pengurangan

sampah.

(2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun dengan menggunakan data dan informasi yang lengkap

dan akurat.



(3) Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh SKPD dan

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Pemcrintah Dacrah berkcwajiban mcnyediakan sarana dan prasarana

pengelolaan sampah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan

sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan

Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGEIDIAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga

Paragraf 1

Pengurangan Sampah

Pasal 9

Pengurangan sampah meliputi kegiatan:

a. pembatasan timbulan sampah;

b. pendauran ulang sampah; dan

c. pemanfaatan kcmbali sampah.

Pasal 10

Dalam rangka kegiatan pembatasan ?mbulan sampah, Pemerintah Daerah

melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau

kemasan produk, antara lain mcliputi:

a. pcmbinaan, monitoring dan pengawasan dalam rangka:

l. menggunakan bahan produksi yang sesedikit mungkin menimbulkan

sanipah;

2. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh

proses alam dan mudah didaur ulang; dan

3. melaksanakan program pcmbatasan timbulan sampah sebagai bagian

dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi

pengurangan sampah.

b. pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen antara lain

meliputi pelaku usaha yang:

l. menghasilkan produk dan/atau kemasan produk;

2. mengimpor produk dan/atau kcmasan produk; dan

3. mendistribusikan produk dan/atau kemasan produk.

Pasal 11

Dalam rangka kegiatan pendauran ulang sampah, Pemerintah Daerah

melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau

kemasan produk, antara lain meh'puti:
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a. mendaur ulang sampah secara aman bagi keschatan manusia dan

lingkungamdan

b. menghasilkan produk dengan menggunakan bahan dam- ulang.

Pasal 12

Dalam rangka kegiatan daur ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

Pemerintah Daerah wajib:

a. memfasilitasi pembangunan fasilitas daur ulang sampah;

b. mcmfasilitasi pengembangan desain dan peroontohan fasilitas daur ulang

serta teknologi daur ulang sampah;

c. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang;

d. menerapkan dan memfasilitasi penerapan teknologi daur ulang sampah;

dan

c. mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi daur ulang

sampah.

Pasal 13

Dalam rangka kegiatan pemanfaatan kembali sampah, Pemerintah Daemh

melakukan pembinaan, monitoring clan pengawasan terhadap produsen yang

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau

kemasan produk, antara lain meliputi'.

a. memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkannya secara aman bagi

keschatan manusia dan lingkungan; dan

b. menggunakan bahan produksi yang menghasilkan produk dan/atau

kemasan produk yang dapat dimanfaatkan kembali.

Pasal 14

Dalam rangka kegiatan pengurangan sampah, Pcmerintah Daerah

melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau

kemasan produk, antm'a lain dalam bentuk pencantuman label pada produk

dan/atau kcmasan produk yang menunjukkan bahwa produk dan/atau

kemasan produk yang dihasilkannya dapat terurai oleh proses alam

dan/atau dapat didaur ulang.

Pasal 15

Penyusunan perencanaan pengurangan saxnpah dan penyelenggaraan

pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan

Pasal 14 dikoordinasikan oleh SKPD dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penanganan Sampah

Pasal 16

(1) Kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan:

a. pemilahan;

b. pengmpulan',

c. pengangkutan;

d. pengolahan; dan

e. pemroscsan akhir.
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(2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Kegiatan pemilahan sampah, meliputi:

a. setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan sampah secara aman

bagi kesehatan dan lingkungan;

b. Pemerintah Dacrah wajib mcnyediakan fasilitas dan melakukan pemilahan

sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;

c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,

kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya

wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah secara aman bagi

kcsehatan dan lingkungan;

d. pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c,

memenuhi kritcria:

1. dikelompokkan menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yang terdiri

atas:

a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan berac'un dan

limbah bahan berbahaya dan beracun;

b) sampah yang mudah membusuk; dan

c) sampah yang tidak mudah membusuk.

2. diberi simbol dan label yang menunjukkan jenis sampah sebagaimana

dimaksud pada angka 1; dan

3. bahan, bentuk dan warna wadah.

Pasal 18

Kegiatan pengumpulan sampah, meliputi:

a. Pernerintah Daerah wajib melakukan pengumpulan sampah sccara aman

bagi kesehatan dan lingkungan;

b. Pemerintah Daemh wajib menyediakan TPS yang aman bagi kcsehatan

dan lingkungan;

c. TPS scbagaimana dimaksud pada huruf b, wajib memenuhi lm'teria:

l. tcrpilah yang dikelornpokkan menjadi paling scdikit 3 (?ga) jcnis

sampah;

. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;

. mudah diakses;

. tertutup;dan

5. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

d. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan indusui,

kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya

wajib menyediakan TPS secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;

e. penyediaan TPS sebagajmana dimaksud pada huruf b, dilalmkan sesuai

dengan Pemturan Bupati yang mengatur mengenai penyediaan TPS; dan

f. Pemcrintah Dam-ah wajib melakukan pembinaan, monitoring dan

pengawasan atas penyediaan fasilitas pemilahan sampah oleh pengelola

kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

A
W
N
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Pasal 19

( 1) Dalam rangka kegiatan pengangkutan sampah Pemerintah Daerah wajib:

a. melakukan pengangkutan sampah; dan

b. menyediakan alat angkut sampah yang aman bagi kcsehatan dan

lingkungan.

(2) Pengangkutan scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus memenuhi

kritcria paling scdikit herdiri atas:

a. tertmtup;

b. tidak menoeoerkan air lindi;

c. bersih; dan

d. waktu dan rune.

(3) Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, wajib

memenuhi kriteria yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Dalam rangka kcgiatan pengolahan sampah Pemerintah Daerah wajib

melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala daerah

secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

(2) Kegiatan pengolahan sampah sebagajmana dimaksud pada ayat ( 1),

antara lain:

a. pemadatan;

b. pengomposan;

c. daur ulang; dan

d. teknologi pengolahan sampah lainnya.

(3) Pengolahan sampah scbagaimana dimaksud pada ayat (l), dapat

dilakukan di sumber, TPS, TPST dan/atau TPA.

(4) Teknologi pengolahan sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d, dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh

Pemerintah.

(5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi kriteria:

a. memiliki dokumen lingkungan;

b. memiliki izin;

c. memiliki tempat pemilahan;

d. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;

e. mcmih'ki fasilims pcnampungan dan/amu pcngolahan air lindi;

f. mudah diakses; dan

g. tidak mengganggu daerah sekitamya.

Pasal21

(1) Setiap orang/badan dapat melakukan pengolahan sampah secara aman

bagi kesehatan dan lingkungan.

(2) Pcngolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di

sumber sampah yang memenuhi standar dan kriteria lokasi pengolahan

yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
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Pasal 22

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21

wajib memenuhi:

a. baku mutu limbah cair; dan

b. baku mutu emisi.

Pasal 23

Sampah yang sudah tidak layak diolah wajib:

a. diproses di TPA;

b. dijadikan bahan bakar, dan/atau

c. dimusnahkan.

Pasal 24

Dalam rangka kegiatan pemrosesan sampah, Pemerintah Daerah wajib:

a. menyediakan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan

b. melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan

lingkungan.

Pasal25

TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a harus dilengkapi fasilitas

yang meliputi:

a. iasilitas dasaz';

b. fasilitas perlindungan lingkungan;

c. fasilitas operasi; dan

d. fasilitas penunjang.

Pasal 26

(1) Pemproscsan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf

b dilakukandi TPA.

(2) Pemproscsan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan scsuai dcngan pmscdur tcknis pcmmscsan akhir sampah.

(3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sesuai dengan

prosedur teknis pengoperasian TPA.

Pasal 27

Penetapan lokasi TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a

merupakan bagian dan' Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pass] 28

(1) Pengoperasian TPA sampah wajib dilengkapi dengan dokumen

pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Dokumc'n pcngelolaan lingkwmgan hidup scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 29

(1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf

b dilakukan dengan cara:

a. lahan urug terkendali (control land?ll); dan/atau

b. lahan urug saniter (sanitary land?ll).

(2) Sampah yang sudah diproscs melalui cara sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) hurufa dan/atau huruf b dapat dimanfaatkan.

(3) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) wajib memenuhi:

a. baku mum air limbah;

b. baku mutu cmisi; dan

c. baku mutu gangguan.

Pasal 30

Penyusunan perencanaan penanganan sampah dan penyelenggaraan

penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan

Pasal 29 dikoordinasikan oleh SKPD dan diamr dengan Peraturan Bupau'.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sampah Spesi?k

Pasal 31

Pengelolaan sampah spesi?k terdiri atas:

sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

sampah yang mcngandung limbah bahan bcrbahaya dan beracun;

sampah yang timbul akibat bencana;

. puing bongkaran bangunan;

sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan

sampah yang timbul secara tidak periodik.?
p

m
p

p'
p

Pasal 32

(1) Dalam rangka pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya

dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun:

a. setiap orang/badan wajib melakukan pembatasan dan pemilahan

sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau

limbah bahan berbahaya dan beracun secara aman bagi kesehatan clan

lingkungan;

b. Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana

pengumpulan dan pemilahan sampah yang mengandung bahan

berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan

beracun secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan

c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan

industn', kawasan khusus, fasilitas umum, fasih'tas sosial dan fasilitas

lainnya wajib menyediakan prasarana dan sarana pcmilahan sampah

yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah

bahan berbahaya dan beracun sccara aman bagi kesehatan dan

lingkungan.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengclolaan sampah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diamr dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 33

Pemerintah Daerah wajib membina, memonitor dan mengawasi produsen

untuk melakukan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan

dan pemrosesan akhir sampah yang mengandung bahan berbahaya dan

beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun secara aman

bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Dalam rangka pclaksanaan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (l), produsen hams menyediakan tempat pengumpulan khusus

(dropping point) untuk sampah yang mengandung bahan berbahaya dan

beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun secara aman

bagi kesehatan dan lingkungan.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), produsen dapat melakukan sccara sendiri-sendiri,

kerjasama antar produscn dan/atau kexjasama dengan pihak ketiga

dan/atau bermitra dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana, menjadi kewajiban

Pemerintah Daerah untuk melakukan pengangkutan, pengumpulan,

pexm'lahan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana disebutkan pada

ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan kegiatan pemilahan

makhluk hidup serta jcnis sampah yang mengandung bahan berbahaya

dan beracun dan/atau limbah bahan bcrbahaya dan beracun.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan ayat (2]

mengacu pada peraturan perundangan-undangan.

Pasal 35

Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyelenggarakan sistem

tanggap darurat dalam penanganan sampah yang timbul akibat bencana.

Pemer'mtah Dacrah wajib mcnycdiakan plasarana dan sarana tanggap

darurat sampah.

Penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup:

a. kelcmbagaan unit sistem tanggap darurat serta mekanismenya;

b. pengkajian cepat status sampah yang timbul akibat bencana (rapid

assessment);

c. penyusunan rencana;

d. penyelenggaraan tanggap darurat (pengangkutan, pemilahan,

pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir);

c. evaluasi; dan

f. laporan.
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(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Ketentuan lcbih lanjut mengenai sistem tanggap darurat dalam

penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2) dan

ayat (3) diatur dengan Pcraturan Bupa?.

Pasa136

Setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan, pengumpulan,

pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan puing bongkaran bangunan

secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Dalam melakukan penanganan puing bongkaran bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat bekeljasama dengan pihak lain dan/atau

Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan prasarana dan

sarana untuk pcnanganan puing bongkaran bangunan scbagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut pemanfaam penanganan dan penyediaan samna

dan prasarana puing bongkaran bangunan secara aman bagi keschatan

clan lingkungan scbagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2) clan ayat

(3) diatur dcngan Pcraturan Bupati.

Pasal 37

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran

bangunan publik.

(2) Dalam melaksanakan ketcntuan scbagaimana dimaksud pada ayat (l),

(1)

Pcmerintah Daerah dapat melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama

dengan pihak lain.

Pasal 38

Pelaku usaha wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran

bangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

(1)

(2)

(3)

pelaku usaha dapat melaksanakan sccara sendiri atau bekerjasarna

dengan Pcmerintah Daerah dan/atau pihak lain untuk membuang kc

TPA.

Pasal 39

Setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan

sampah yang secara teknologi belum dapat diolah secara aman bagi

kesehatan dan lingkungan.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana

pengangkutan dan penampungan secara aman bagi kcsehatan dan

lingkungan.

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana pemilahan, pengumpulan,

penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan dan penampungan

sampah yang secara telmologi belum dapat diolah secara aman bagi

kesehatan dan lingkungan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

dengan Peraturan Bupati.

16



Q
)

Pasal 40

(1) Setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan

sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan

dan lingkungan.

(2) Setiap orang/ badan dapat melakukan sendiri pengolahan dan

pemanfaatan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi

kesehatan dan lingkungan.

(3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana, serta

melakukan penanganan sampah yang timbul secara tidak pcriodik secara

aman bagi kesehatan dan lingkungan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mcngenai pemilahan, pengumpulan, pengolahan,

pcmanfaatan, pcnycdiaan sarana dan pmsarana sampah yang ?mbul

secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan ayat (2) diatur dengan

Pcraturan Bupati.

Pasal41

(1) Setiap orang/badan dapat mengembangkan dan mencrapkan secara

swadaya teknologi spesi?k lokal untuk pengelolaan sampah spesi?k.

(2) Pcmcrintah Dacrah dapat memfasilitasi sctiap orang yang

mengembangkan dan menerapkan tcknologi spesi?k lokal untuk

pengelolaan sampah spesi?k sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan secara swadaya teknologi

pengelolaan sampah spesi?k yang ramah lingkungan.

(4) Pcnyusunan percncanaan pengelolaan sampah spesi?k dan

penyelenggaraan pengelolaan sampah spesi?k sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 dikoordinasikan oleh SKPD clan

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 42

Pemerintah Dacrah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah

dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah mcmfasilitasi pembentukan lembaga pengelola

sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), desa,

kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum,

fas?itas sosial, dan fasilitas lakmya aesuai dengan kebutuhan.

(2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan se?ngkat unit

kelja pada SKPD untuk mengelola sampah dengan mempertimbangkan

prinsip e?siensi dan produkti?tas dalam pelayanan di bidang

persampahan/ kebersihan kcpada masyarakat.
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Pasal 44

BLUD Persampahan dapat memungut clan mengelola biaya atas barang

dan/atau jasa Iayanan pcngelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan

dengan Peraturan Bupa?.

Pasal 45

Ketentuan lcbih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengelola dan BLUD

Persampahan diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 46

(1) Setiap orang berhak:

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan

berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain

yang diberi tanggung jawab untuk itu;

b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan

dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tcpat waktu mengcnai

penyelenggaraan pengelolaan sampah;

d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif

dari kegiatan TPA sampah; dan

e. mcmperoleh pemhinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah

secara baik dan berwawasan lingkungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

(1) Setiap orang/badan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan

sampah scjenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani

sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

(2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga

wajib dilakukan dalam skala rukun tetangga/rukun warga dan/atau

desa/ kecamatan dengan petunjuk teknis dari SKPD.

(3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasih'tas

sosial, pcrkantoran, pcrusahaan, pusat pcrbclanjaan wajib mcnycdiakan

tempat pembuangan sampah sementara.

BAB IX

PERIZINAN

Pasal 48

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha

pengclolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
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(2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tcrdiri dari:

a. pengangkutan sampah; dan

b. pengolahan sampah.

(3) Ketentuan lebih Ianjut mengenai tats. cara pemberian lzin kcgiatan usaha

pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB X

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 49

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentjf kepada lembaga dan

badan usaha yang melakukan:

a. inovasi mrbaik dalam pengelolaan sampah;

b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau

d. tertib penanganan sampah.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insen?f kepada perseorangan yang

melakukan:

a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau

b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

PasalSO

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha

dan perseorangan yang melakukan:

a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau

b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 51

(1) Insentjf kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

a. pemben'an penghargaan; dan/atau

b. pemberian subsidi.

(2) Insen?f kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat

(1) dapat berupa:

a- pemben'an penshargaan;

b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;

c. pengurangan pajak daemh dan retn'busi daerah dalam kurun waktu

tertentu;

d. penyertaan modal dacrah; dan/atau

e. pemberian subsidi.

Pasal 52

(l) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 dapat berupa:

a. penghentian subsidi; dan/atau

b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
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(2) Disinscntif kepada badan usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 50

dapat berupa:

a. penghentian subsidi;

b. penghcntian pcngurangan pajak dacrah dan retribusi daerah; dan/atau

c. denda dalam bentuk uang/ barang/jasa.

Pasal 53

(l) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga den badan

usaha terhadap:

a. inovasi pengelolaan sampah',

b. pelaporan atas pelanggaran tm'hadap larangan;

c. pengurangan timbulan sampah;

d. tertib pcnanganan sampah;

e. pelanggamn tcrhadap larangan; dan/atau

f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

(2) Dalam melakukan penilaian scbagaimana dimaksud pada ayat (l)

dibcntuk '?m Penilai dcngan Kcputusan Bupati.

Pasal 54

Pemberian insentif scbagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disesuaikan

dengan kemampuan keuangan daemh.

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasa155

Pemerintah Daerah dapat melakukan kexja sama antar Pemcrintah Daerah

atau Pemerintah Daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan

sampah.

Pasal 56

( 1) Kexja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

55 dapat melibatkan dua atau lcbih daerah kabupaten/kota.

(2) Lingkup ketja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:

a. pcnyediaan/ pembangunan TPA;

b. sarana dan pmsarana TPA;

c. pcngangkutan sampah dari 'l'PS/TPSTkc TPA;

d. pengelolaan TPA; dan/ atau

e. pcngolahan sampah mcnjadi produk laim'lya yang ramah lingmngan.

Pasal 57

(1) Pcmcrintah Dacrah dapat bermitra dengan badan usaha dalam

pengelolaan sampah.

(2) Lingkup kcmitraan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
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b. penycdiaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA sorta sarana dan

prasarana pendukungnya;

c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;

d. pengclolaan TPA; dan/atau

e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 58

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha

dilakukan scsuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB XII

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

Pasa159

Pemcrintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan

persampahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Retribusi pclayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.

Komponcn biaya perhitungan rct?busi pclayanan persampahan/

kcbersihan meliputi:

a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumbcr sampah ke

TPS/TPST;

b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST kc TPA;

c. biaya pcnyediaan Iokasi pcmbuangan/pcmsnahanakhirsampah;dan

d. biaya pengelolaan.

Bcsaran dan penyelcnggaman mtribusi ems pclayanan pcrsampahan/

kebersihan diatur dalam Peraturan Dacrah berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal60

Pemcrintah Dacrah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan

lain yang sah.

Pasal6l

Pemen'ntah Dacrah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai

akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di

tempat pemrosesan akhir sampah.

Kompensasi scbagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa:

a. relokasi;

b. pemulihan lingkungan;

c. biaya keschatan dan pengobatan;
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(1|

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

d. gan? rugi; dan/atau

c. bentuk lain yang ditctapkan oleh Bupati.

Pasal 62

Tata cara pcmberian kompcnsasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 61

ayat (2) sebagai berikut:

a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;

b. Pemerintah Dacrah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan

_ dampak negatif pengelolaan sampah; dan

c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan basil

investigasi dan hasil kajian.

Ketentuan lebih lanjut tentang tam cara pembcrian kompensasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PERAN MASYARAKAT

Pasa163

Masyarakat dapat berperan dalam pcngelolaan sampah yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah berupa:

a. menjaga kebersihan lingkungan;

b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pcmilahan,

wwnghtan dan pensolahan sampamdan

c. pcmberian samn, usul, pengaduan, pcrtimbangan clan pcndapat dalam

upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Ketentuan lcbih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupau'.

Pasal 64

Pemerintah Dacrah melakukan usaha untuk meningkatkan peran

masyarakat dalam pcngelolaan sampah.

Peningkatan pcran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63

ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

a. sosialisasi;

b. mobilisasi;

c. kegiatan gotong royong; dan/atau

d. pemberian insentif.

Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63

ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

a. mengembangkan informasi peluang usaha dl’ bidang persampahan;

dan/atau

b. pcmberian insenn'f.

Peningkatan pcran masyarakat sebagm'mana dimaksud dalam Pasal 63

ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:

a. penyediaan media komunikasi;

b. aktjf dan seoara oepat memberi tanggapan; dan/atau

c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.
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BAB XV

MEKANISME PENGADUAN DAN

PENYELESAIAAN SENGKETA

Pasal 65

(1) Pengaduan terhadap berbagai permasalahan yang timbul dari kegiatan

pengelolaan sampah disampaikan kepada Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan pcngaduan 9

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

(1) Sengketa yang timbul dalam pengelolaan sampah tcrdiri atas:

a. sengketa antar daerah;

b. scngkcta antara Pcmcrintah Dacrah dan pcngclola sampah; dan

c. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.

(2) Dalam rangka mengantisipasi terjadi sengketa, maka pengelolaan

sampah mulai dari pcrencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring

sampai evaluasi harus melibatkan semua pihak terkait.

(3) Apabila texjadi sengketa antar daerah, antara Pemerintah Daerah dengan

pengelola sampah atau antara pcngelola sampah dengan masyarakat

dapat ditempuh penyelesaian dengan cara:

a. musyawarah/ mufakat antar pihak yang bersengketa;

b. mediasi oleh pihak ketiga dan/atau mclibatkan instansi Pemerintah;

dan

c. menempuh jalur hukum apabila huruf a dan huruf b tidak dapat

mcnyelesaikan sengkcta. yang terjadi sesuai dengan ketentmm

peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak

menghentikan penyelenggaraan pengelolaan sampah.

BAB XVI

LARANGAN

Pasal 67

Setiap orang/ badan dilarang:

a. mcmasukkan sampah kc dalam wilayah daerah;

b. mengimpor sampah;

c. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;

d- mengelola sampah yang menyebabkan penoemaran dan/atau perusakan

lingkungan;

e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan

disediakan;

f. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di

tempat pemrosesan akhir; clan/atau

g. membakar sampah yang tidak scsuai dengan persyaratan teknis

pengelolaan sampah.
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BAB XVII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal68

(1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian tcrhadap pelaksanaan

pengelolaan sampah.

(2) Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kritcria

pengawasan.

(3) Pengawaaan dan pengcndalian pengelolaan sampah mcliputi

perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan cvaluasi

pengelolaan sampah.

BAB XVIII

SAN KSI ADMINISTRATIF

Pasal 69

(1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha

pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang

ditetapkan dalam perizinan.

(2) Sanksi administratif scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. paksaan pemerintah;

b. pcnerapan uang paksa;

c. denda administrasi; dan/atau

d. pencabman atau pembamlan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cam pengenaan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 70

(1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak

pidana.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pcnyidik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berwenang:

a.menerima laporan atau pengaduan dari scseorang mengenai adanya

tindak pidana atas pelanggaran Peramran Dam-ah;

b. melakukan ?ndakan pertama dan mclakukan pemeriksaan di tempat

kejadian;

c. menyuruh berhcnti seseorang dan memeriksa tanda pcngenal diri

tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan/ atau sumt;
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(4]

(1)

(2)

(3)

(4)

e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara;

h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari

penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut

bukan mcrupakan tindak pidana dan sclanjutnya mclalui pcnyidik

memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau

keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat

dipertanggun-awabkan.

Penyidik scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) membcritahukan

dimulajnya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,

sesuai dengan ketentuan yang diamr dalam Undang-Undang Hukum

Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat

(1), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 67 diancam dengan pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak

Rp. 50.000.000,- (Ema puluh juta mpiah).

Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur pengelolaan sampah

dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai

dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah.

Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur bahan berbahaya dan

beracun dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102

sampai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tindak pidana scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini,

sctiap orang yang menghasilkan sampah hams berpedoman pada Peraturan

Daerah ini.
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BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera

Daerah ini dcngan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupat

Kubu Ra

UilUili?dé?ghn dISu ai apadstanggal.“......2|1%....‘ 1.1”],

SEKRETARiS D ERAH KAB 'PATEN KUBU RAHU

HUSEiN Q ,AUWEK
LEMBARAN DAERAH : ABUPAYEN KUBU RAY
TAHUN......KQZ§.....AN i'.;<>R...J....
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPA'I'EN KUBU RAYA

NOMORg TAHUN 2013

TENTANG

PENGEIDLAAN SAMPAH

. UMUM

Dengan bertambahnya jumlah penduduk Kabupatcn Kubu Raya

maka akan berdampak meningkatkan volume sampah. Di samping itu

pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan

jenis sampah yang semaln'n beragam, antaxa lain sampah kemasan yang

berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. ‘

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah

sebagai barang sisa yang lidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang

perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih

bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut

dan dibuang kc Tempat Pemrosesan Akhir sampah. Padahal timbunan

sampah dengan volume yang besar di lokasi Tempat Pemrosesan Akhir

sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan

emisi gas rumah kaca dan memberikan konm'busi terhadap pemanasan

global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam

diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan biaya

yang besar.

Paradigms. baru memandang sampah sebagai sumber daya yang

mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk

energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan

sampah dengan paradigma baru ini dilakukan dengan kegiatan

pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan

kembali dan pendauran ulang serta kegiatan penanganan sampah yang

melipu? pemilahan, penguxnpulan, pcngolahan dan pemroscsan akhir.

Pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka:

a. kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan

pengclolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;

b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;

c. kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah

dalam pengelolaan sampah; dan
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d. kejelasan mengenai pengertian sampah yang diatur dalam Peraturan

Daemh mi.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara

tcrpadu dan komprehcnsif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat

serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan

pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan

Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah

ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat,

asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan,

asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksucl dengan ‘asas tanggung jawab' adalah bahwa

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan

sampah dalarn mewujudkan hak masyarakat tcrhadap

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ‘asas berkelanjutan‘ adalah bahwa

pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode

dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak

menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan

masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini

maupun generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ‘asas manfaat‘ adalah bahwa

pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang

menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat

dimanfaatkan untuk memenuhi kcbutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ‘asas keadilan' adalah bahwa dalam

pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan

kesempatan yang sama kepacla masyarakat dan dunia usaha

untuk berperan seem-a aktif dalam pengelolaan sampah.

‘zs 



WW

Huruf e

Yang dimaksud dengan ‘asas kesadaran‘ adalah bahwa

dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong

setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran

untuk mengurangi dan menangani sampah yang

dihas'xlkaxmya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ‘asas kebersamaan‘ adalah bahwa

dalam pengelolaan sampah diselenggarakan dengan

melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ‘asas keselamatan‘ adalah bahwa

dalam pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan

manusia.

Huruf h .

Yang dimaksud dengan 'asas keamanan" adalah bahwa

dalam pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi

masyarakat dari berbagaj dampak negau'f.

Huruf i

Yang dimaksud dengan 'asas nilai ekonomi‘I adalah bahwa

sampah mempakan sumber daya yang mempunyai nilai

ekonomi yang dapat dimanfaatkan schingga memberikan nilai

tambah.

Pasal 4

Cukupjelas.

Pasal 5

Cukupjelas.

Pasal 6

Cukupjelas.

Pasal 7

Cukupjelas.

Pasal 8

Cukupjelas.

Pasal 9

Cukupjelas.

Pasal 10

Cukupjelas.

Pasal 11

Cukupjelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukupjelas.
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Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jclas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kawasan pemukiman adalah suatu wilayah dimana terdapat

individu anau sekelompok orang yang bertempat tinggal dan

melakukan scgala akti?tasnya.

Kawasan komersial berupa antara lain pusat perdagangan,

pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat

hiburan.

Kawasan industri mcrupakan kawasan tcmpat pcmusatan

kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan

sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh

perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha

kawasan industri.

Kawasan khusua mcrupakan wilayah yang bersifat khusus

yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala

nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional,

pengembangan industri strategis dan pengembangan

teknologi tinggi.

Fasilitas Umum berupa antara lain terminal angkutan umum,

stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat

pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Fasilitas Sosial berupa antara lain rumah ibadah, panti

asuhandanpanti sosial.

Fasilitas lainnya adalah fasilitas yang tidak termasuk

kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus,

fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan,

lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat

kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan

pariwisata, kawasan berikat dan pusat kegiatan olah raga.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.
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Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.
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Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasa154

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.
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Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Paksaan pemerintah merupakz-m suatu ?ndakan hukum

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk

memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula ,
dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola ‘

sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam ‘

Peraturan Daetah yang telah djtetapkan.

Huruf b
Uang paksa mcrupakan uang yang harus dibayarkan

dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang

melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagai

penggann' dari pelaksanaan sanksi paksaan

pemcrintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d ‘
Cukup jclas. i
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Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 7 1

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73
‘L Cukup jelas.
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